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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan terkait tata cara pengisian jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 
Pratama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan 
organisasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Madya dan Pratama di Lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

3. Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun 2003 tentang  
Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 4263); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004; 

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 
Pratama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
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Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 640); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  MADYA  DAN 
PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 
Seleksi Terbuka untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi  Madya  
dan/atau Pratama dapat diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional 
yang memenuhi persyaratan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 
(1) Seleksi kompetensi manajerial dan bidang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan melakukan: 
a. penilaian kompetensi manajerial, dengan menggunakan Metode 

Assessment Centre yang mengacu pada Standar Kompetensi 
Badan Pengawas Obat dan Makanan terkini sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. penilaian kompetensi bidang, dengan cara pembuatan makalah, 
presentasi, dan wawancara. 

(2) Dihapus. 
(3) Ketentuan Metode Assessment Centre dan proporsi penilaian 

kompetensi bidang dan manajerial serta tata cara penilaian ditetapkan 
oleh Ketua Panitia Seleksi. 
3. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Kepala Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 
dan Pratama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 
diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala ini. 
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Pasal II 
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 April 2015 
KEPALA BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ROY A. SPARRINGA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 April 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
YASONNA H. LAOLY 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN KEPALA BADAN 
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2015 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT 
DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 
2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN 
TINGGI  MADYA DAN PRATAMA DI 
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN 

 
 
SYARAT ADMINISTRASI 

NO PERSYARATAN MADYA PRATAMA 
1. Status  PNS PNS 
2. Pangkat minimal 

 
Pembina Utama Muda 
(IV/c) 

Pembina (IV/a) 

3. RiwayatJabatan Telah menduduki 
jabatan Eselon I atau 
telah menduduki 
jabatan Eselon II atau 
pejabat fungsional 
tingkat utama selama 
minimal 2 (dua) tahun; 

Telah menduduki 
jabatan Eselon II atau 
telah menduduki 
jabatan Eselon III 
atau pejabat 
fungsional tingkat 
madyaselama 
minimal 2 (dua) 
tahun; 

4. Usiamaksimal 58 tahun 
5. Kualifikasipendidika

n minimal  
Apoteker, Apoteker dengan 
Magister/PascaSarjana (S2)/S3 atau 
pendidikan lain di bidang yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi jabatan. 

6. PendidikandanPelati
hanJabatan 

Telah mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat 
II, dan/atau Diklat PIM 
I, dan/atau 
LEMHANAS untuk 
pejabat struktural 

Telah mengikuti 
Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III untuk 
pejabat struktural. 

7. Penilaianprestasiker
ja 

Semua unsure penilaian prestasi kerja/DP3 
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2015, No.662 6

(dua) tahun terakhir; 
8. Hukumandisiplin Tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

sedang/berat, dibuktikan dengan surat 
pernyataan Eselon II yang membidangi 
kepegawaian. 

9. Kesehatanjasmanid
anrohani 

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan 
hasil pemeriksaan kesehatan. 

10. LHKPN dan SPT 
Tahunan 

Bukti penyerahan LHKPN dan SPT Tahunan. 

11. Paktaintegritas Telah menandatangani pakta integritas pada 
jenjang jabatanterakhir. 
 

12. RekomendasiPejabat 
Pembina 
Kepegawaian 

Rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau pejabat yang menerima delegasi sudah 
mempertimbangkan hasil tes kompetensi pada 
jabatan terakhir. 

 
KEPALA BADAN 
PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ROY A. SPARRINGA 
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